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ABSTRAK
Komitmen Presiden tersebut merupakan suatu respon atas putusan yang

bersifat final dan mengikat Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang
menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan bagian dari
wilayah adat Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Apa yang
melatarbelakangi penguasaan tanah Masyarakat Hukum Adat di wilayah Tahura,
Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang
menguasai di kawasan Tahura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum
normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisa
bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yaitu memberikan penilaian
mengenai benar atau salah tentang apa yang seharusnya menurut hukum terdapat
fakta dan peristiwa hukum.

Secara yuridis ada cacat hukum bahwa Menteri Kehutanan melalui surat
edaran tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menghapus kata-kata dalam
undang-undang karena kewenangan tersebut hanya dipunyai oleh Legislator.
Penguasaan secara sepihak atas tanah adat dengan sistem semacam inilah justru
telah dinyatakan melanggar konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
MK 35 tersebut. Peraturan tersebut justru makin mempersulit masyarakat adat
untuk mendapatkan hak konstitusional atas wilayah mereka.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam pengakuan hak penguasaan masyarakat adat di
bidang kehutanan seharusnya ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah dan
peraturan operasional untuk menjalankannya. Demikian pula Permenag 5/1999
perlu diubah menjadi Peraturan Pemerintah sehingga lebih tinggi kewenangannya
sebagai sarana memastikan mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat sekaligus
hutan adat. Terbuka peluang pendaftaran tanah hutan adat melalui Peraturan
Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum,
dan Kepala BPN RI, Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014,
Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014, tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan
Kata Kunci: Penguasaan Tanah, Hutan Negara, Masyarakat Adat

ABSTRACT
The President's commitment is a response to decisions which are final and

binding on the Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia, which
stipulates that customary forest is not state forest, but rather part of the
indigenous territory. There are two formulation of the problem in this research:
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First, What is the underlying land tenure of Indigenous Communities in the region
of Tahura, Second, How the form of legal protection to indigenous people that
master in the region of Tahura. This research is a kind of normative legal
research with the approach of the case. Sources of legal materials used in this
research are primary legal materials, secondary and tertiary. The technique of
analysis of legal materials using the technique of prescriptive, i.e. provide an
assessment of right or wrong about what it should be according to the law there
are facts and events of the law.

In addition to that legally there is a defect of the law that the Minister of
Forestry through the circular letter does not have the authority to remove the
words in the legislation because the authority is only possessed by the Legislator.
Mastery unilaterally indigenous land with a system of this kind it has been
expressed in violation of the constitution by the Constitutional Court through the
Decision of the COURT 35 the. These regulations even more complicate the
indigenous people to get constitutional rights over their territory.

The conclusion that can be taken in this research is the Decision of the
Constitutional Court in the recognition of tenure rights of indigenous peoples in
the forestry sector should be followed up with government regulations and
operating rules to run it. Similarly Permenag 5/1999 need to be converted into
Government Regulations so that a higher authority as a means of ensuring that
for the recognition of customary land while the indigenous forests. Opportunities
open up for registration of land of indigenous forests through the Joint Regulation
of The Minister of internal Affairs, Minister of Forestry, Minister of Public works,
and the Head of BPN RI No. 79 of 2014, the Number NT.3/Menhut-11/2014,
17/PRT/M/2014, Number 8/SKB/X/2014, about the Ordinances of the Settlement
of Land Tenure in Forest Areas
Keywords: Land Tenure, State Forests, Indigenous Peoples
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---
PENDAHULUAN

Pada tahun 2013, Presiden Republik Indonesia yang ke 6 yaitu iSusilo
Bambang iYudhoyono imenyatakan komitmennya iuntuk imemulai proses
ipendaftaran idan ipengakuan hak iatas itanah dan iwilayah iadat masyarakati-
masyarakat ihukum iadat di iIndonesiai. iIa menyatakan idalam isuatu forum
iInternasionali, yaitu iTropical Forest iAlliance i2020: Promoting iSustainability
iamd Productivity iin ithe Palm iOil iand Pulp iand iPaper iSectors Workshopi,
idi Jakartai, ipada itanggal i27 Juni i2013.1 iKomitmen iPresiden itersebut
merupakan isuatu irespon atas iputusan iyang bersifat ifinal dan imengikat
iMahkamah iKonstitusi (iMKi) Republik iIndonesia yang imenetapkan bahwa
ihutan iadat bukan ilagi ihutan negarai, imelainkan ibagian dari iwilayah iadati.
iPutusan MK iatas iperkara Nomor i35/iPUU-Xi/2012 (idikenal dengan iPutusan
MK i35) idikeluarkan pada itanggal i16 Mei i2012.

Putusan iini itidak hanya imemiliki makna iberupa ipengakuan ihaki-hak
iatas itanah dan iwilayah masyarakat ihukum iadat untuk imewujudkan ikeadilan

1Pidato resmi presiden. Di akses dari
http://www.presidenri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/06/27/2136.html pada 18 Agustus 2020.
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sosial inamun ijuga isekaligus pengakuan iatas ikewarganegaraan yang iinklusifi,
imengingat masyarakat ihukum iadat itelah sekian ilama idiabaikan
eksistensinyai.2 iMeskipun idemikian iterdapat beberapa ikendala idan ilangkah-
ilangkah iyang perlu idilakukan idalam imenyikapi Putusan iMK idiatas. iPresiden
iRI itelah menyatakan ikomitmennya imelakukan ipendaftaran itanah hutan iadat
iyang itelah dikeluarkan idari ihutan inegara luasnya isekitar i40 Juta ihektari,
maka ikelembagaan inegara ilain juga iperlu imenindaklanjuti idengan kebijakan
iyang isenafas atau isama idengan iputusan dan ikomitmen tersebut.

Keterbukaan iIndonesia dalam iaktifitas idan ipergaulan iinternasional
membawa iidampak itertentu ipada ihubungan imanusia idalam bidang iyang
ilebih idalam yaitu iibidang ikekeluargaan, ikhususnya iperkawinani. Di isamping
iitui, manusia imemiliki icita irasa yang iuniversali, itidak mengenal iperbedaan
iwarna ikulit, iagamai, igolongan, imaupun ibangsai, sehingga ibukanlah ihal
iyang mustahil ibila iterajadi iperkawinan antar imanusia idengan
ikewarganegaraan iyang berbedai, iyaitu iantara warga inegara iIndonesia i
(iselanjutnya disebut iWNIi) dengan iwarga inegara iasing (iSelanjutnya idisebut
idengan WNAi). iPerkawinan tersebut idikenal idi iIndonesia dengan iPerkawinan
iCampuran.3

Selanjutnyai, dengan iterjadinya iperkawinan icampuran akan itimbul
ibeberapa permasalahan iakibat iterjadinya iperkawinan tersebuti. iSalah isatu
masalah ikrusial iyang isekarang ini isering idibicarakan iyaitu terkait
ikepemilikan itanah ibagi WNI idalam iharta ibersama akibat iterjadinya
iperkawinan campurani. iDalam iPasal 21 iayat (3i) iUndang-iUndang iNomor i5
Tahun i1960 itentang iPeraturan Dasar iPokoki-iPokok Agraria i (iUUPA).

iJuga muncul iPeraturan iMenteri iKehutanan Nomor iPi. 62/iMenhut-
iII/i2013 tentang iPengukuhan iKawasan Hutani. iPeraturan ini imengharuskan
imasyarakat iuntuk memberikan ibukti iresmi i (tertulisi) isoal iklaim iatas tanahi.
iPermen iini menunjukkan ibahwa ilogika ipenguasaan ihutan oleh inegara iyang
idinyatakan isecara sepihak imirip idengan idomain iverklaring dalam
ikenyataannya imasih idiikuti oleh iKementerian iKehutanani. iPenguasaan secara
isepihak iatas itanah adat idengan isistem isemacam inilah ijustru itelah
idinyatakan melanggar ikonstitusi ioleh iMahkamah Konstitusi imelalui iPutusan
iMK 35 itersebuti. iPeraturan itersebut justru imakin imempersulit imasyarakat
adat iuntuk imendapatkan ihak ikonstitusional atas iwilayah imerekai. isehingga
peraturan itersebut ibertentangan idengan semangat iyang iada idalam Putusan
iMK i35. Maksud bertentangan disini adalah ada kecenderungan rasa berat hati
dari kementrian kehutanan untuk melepas hutan tersebut, oleh karena itu muncul
aturan yang membuat kontraproduktif yaitu dengan mengeluarkan beberapa
pengaturan hukum yang justru menghambat pelepasan tanah oleh Negara kepada
masyarakat sesuai dengan keputusan MK.

Oleh isebab iitu, idiperlukan ibentuk pendaftaran itanah iyang iakan
dilakukan iOleh iBPN iRI untuk imengakui idan imelindungi haki-ihak atas itanah

2 Ibid

3 Lawskripsii, i “Tinjauan iYuridis Kedudukan iAnak idalam Perkawinan iCampuran iditinjau
dari iUU iNomor 12 iTahun i2006 tentang iKewarganegaraani”, Artikel iini idiakses pada i30
iAgustus 2020 idari http://www.lawskirpsi.com/index/ph?
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imasyarakat ihukum adat iatas iwilayah ihutan adat idani/atau iulayatnyai.
iBeberapa gagasan iyang itelah imuncul dalam imengusulkan ipengakuan ihaki-
ihak atas iitanah komunal idiantaranya iadalahi4: (i1i) imemberikan hak iatas
itanah dengan isifat iindividual imelalui wujud isertifikati, iatau ipengesahan
isistem i“semi iformali” bukti ipemilikan imasyarakati; (i2i) imemberikan Hak
iKelolai, iIzin Kelolai, iAtau iPerjanjian Penggunaan iTanahi; i (3) imemberikan
ikepemilikan kolektif iatau iHak iPakai atas itanah ikepada imasyarakat iadat; i
(i4i) memberikan ipengakuan iHak Ulayat i (ibeschikkingrechti). Menyadari
ibahwa isistem pengakuan idalam ihukum Indonesia iternyata ipenuh dengan
irintangani, imaka berbagai ipilihan idiatas memiliki ikelebihan idan kekurangani.
iSelain iitu adalah ihanya idikenal bentuk i “ilegalisasii” ihak atas itanah
imasyarakat oleh inegara iyang diwujudkan idalam ibentuk “ipengakuani” idan
“ipemberiani” yang ikeduanya imasih bersifat ikabur idihadapkan ipada beragam
ikonsep ihak iatas tanah imasyarakat.5

Ada idua ikeadaan yang iakan menimbulkan ipermasalahan idan
penyelesaian iterhadap ipenguasaan iTanah Hutan Raya oleh Masyarakat Adat.
Pertama, Latar belakang dari penguasaan itanah iyang dilakukan ioleh
iMasyarakat Hukum iAdat idi wilayah iTaman iHutan Negara R. Soerjo,
Mojokerto. Kedua, Upaya apa saja yang idilakukan ioleh Pemerintah iuntuk
imemberikan perlindungan ikepada iMasyarakat iAdat Sendi idi Taman iHutan
iRaya Ri. Soerjo di iMojokerto.

Berkenaan dengan hal tersebut maka itujuan idari penelitian iini iadalah
untuk imenganalisis iapa saja iyang imenjadi ipenyebab dari ilatar ibelakang
Masyarakat Hukum Adat melakukan penguasaan tanah di wilayah Tahura dan
mengetahui mengetahui bagaimana bentuk iperlindungan ihukum hak
ipenguasaan iatas tanah imasyarakat ihukum iadat di ikawasan itahura.

Kerangka Teori yang dipakai adalah Kepastian Hukum, Kemanfaatan
Hukum dan Keadilan. iKepastian hukum imerupakan ciri iyang itidak idapat
idipisahkan dari ihukum iterutama untuk inorma hukum itertulisi6. Kepastian
ihukum menunjuk ikepada ipemberlakukan ihukum yang ijelas, itetap idan
konsisten idimana ipelaksanaanya tidak idapat dipengaruhi ioleh ikeadaan-
ikeadaan iyang isifatnya subjektifi. Kepastian ihukum idapat diartikan isebagai
ikejelasan inorma sehingga idapat idijadikan pedoman ibagi imasyarakat iuntuk
mewujudkan keadilani. pengertian ikepastian tersebut idapat idimaknai ibahwa
ada ikejelasan idan iketegasan terhadap iberlakunya ihukum di idalam
imasyarakat, dengan tanpa memandang siapa iyang melakukannyai. iDalam

4 Berbagai igagasan ini idimuat dalami, iAdriaan Bedner idan iWard iBerenshot (ied). iMasa Depan iHak-
iHak iKomunal iatas Tanahi: iBeberapa iGagasan untuk iPengakuan iHukum, iRekomendasi iKebijakani. iVan
Vollenhoven iInstitutei, Universitas iLeiden idan BAPPENASi, 2010i, Hlm. 5-8.

5
iMyrna Safitrii, i “iLegalisasi Haki-iHak iMasyarakat atas iTanah idan iKekayaan Alam idalam iPeraturan

iPerundang-iUndangan iNasional iIndonesiai:Modeli, iMasalah idan iRekomendasi”, idalam iAdrian iBedner dan
iWard iBerenschot i (edi) Masa iDepan Haki-iHak iKomunal ataa iTanahi: iBeberapa iGagasan untuk
iPengakuan iHukumi, Rekomendasi iKebijakani. iVan iVollenhoven Institutei, iUniversitas iLeiden dan
iBAPPENASi, i2010, iHlmi. 15i-i16.

6 R. iTony iPrayogoi. “iPenerapan iAsas Kepastian iHukum Dalam iPeraturan iMahkamah
Agung iNomor i1 Tahun i2011 iTentang Hak iUji iMateriil Dan iDalam iPeraturan Mahkamah
iKonstitusi Nomor i06i/PMKi/2005 iTentang Pedoman iBeracara iDalam Pengujian iUndangi-
iUndang”. iJurnal iLegislasi Indonesiai, iVol 13 iNo i2 iJuni 2016i. iHal. i194
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ikepastian hukum isetiap iorang dapat imemperkirakan iapa yang iakan iterjadi
ijika melakukan itindakan ihukum tersebut.

Menurut Rescue Pound adanya kepastian hukum memungkinkan adanya
predicbility atau kemungkinan. Menurut iVan iApeldoorni, kepastian ihukum
ijuga berarti ihal iyang idapat ditentukan ioleh hukum idalam ihali-hal iyang
ikonkret7. iJaminan adanya ikepastian hukum iadalah ibagian itugas dari ikaidah
hukumi, ikarena idengan iadanya ikaidah hukum imasyarakat isungguh-isungguh
menyadari ibahwa ikehidupan bersama iakan itertib apabila iada ikepastian idalam
hubungan iantara isesama manusiai8. Masyarakat imengharapkan iadanya
ikepastian hukumi, karena idengan iadanya kepastian ihukum imasyarakat akan
ilebih tertib9, sedangkan menurut ajaran domatik hanya sekedar menjamin
kepastian hukum, adanya aturan hukum hanya untuk menjamin kepastian hukum
tersebut.

Kemanfaatan termasuk hal yang paling utama. Tujuan ihukum ibisa iterlihat
dalam ifungsinya isebagai fungsi iperlindungan kepentingan imanusiai, ihukum
mempunyai isasaran iyang ihendak dicapaii10. iSatjipto rahardjo imengatakani,
bahwa iteori ikemanfaatan hukum ibisa dilihat isebagai iperlengkapan
imasyarakat untuk imenciptakan iketertiban dan iketeraturani, ioleh karena iitu
ibisa bekerja idengan imemberikan petunjuk itentang itingkah ilaku dan iberupa
inorma atau iaturani-aturan ihukumi. Pada idasarnya iperaturan ihukum yang
imendatangkan ikemanfaatan iatau kegunaan ihukum iadalah iuntuk terciptanya
iketertiban idan ketentraman idalam ikehidupan masyarakati, ikarena adanya
ihukum imaka iketertiban akan iberjalan itertib11.

iKeadilan iadalah hali-hal iyang iberkenaan ipada sikap idan itindakan
dalam ihubungan iantara imanusia yang iberisi isebuah tuntutan iagar isesamanya
idapat memperlakukan isesuai ihak dan ikewajibannyai. Menurut iSoejono
iKoesoemo, ikeadilan iadalah ikeseimbangan batiniah idan ilahiriah iyang
imemberikan kemungkinan idan iperlindungan atas ikehadiran idan
iperkembangan kebenarani, iyang iberiklim toleransi idan ikebebasani12.
Sedangkan iimenurut Suhrawardii, imengemukakan ibahwa adil iatau ikeadilan
adalah ipengakuan idan iperlakuan iseimbang antara ihak idan kewajibani.
iApabila iada pengakuan idan iperlakuan iyang seimbang iantara ihak dan
ikewajibani, dengan isendirinya apabila kita imengakui ihak ihidup, imaka
isebaiknya kita iharus imempertahankan ihak ihidup itersebut dengan ijalan
ibekerja keras idan ikerja ikeras iyang kita ilakukan itidak ipula menimbulkan
ikerugian iterhadap orangi-iorangi, sebab iorang ilain iitu juga imemiliki ihak

7 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum.1990. (Jakarta: Pradnya Paramita). H. 24-25
8 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum. 1995. (Jakarta: Rineka Cipta). H. 49-50
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). 1988. (Yogyakarta:

Liberty). H. 58
10 Sudikno mertokusumo, Op.Cit.
11 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. 1991 (Bandung: Alumni). H. 13.
12 Nursidiki. iKebenaran idan iKeadilan dalam iPutusan iHakim, iDalam iJurnal iMimbar

Hukum idan iPeradilan, iEdisi i74, iPusat iPengembangan iHukum Islam dan iMasyarakat iMadani
(iPphimmi). Jakartai: 2011i. Hlmi. 139i.
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iyang isama. iDengan ipengakuan hidup iorang ilaini, imaka wajib imemberikan
ikesempatan kepada iorang ilain iuntuk mempertahankan ihak iindividunya13

Keadilan imenurut aristoteles iyaitu isebagai iseorang filsuf iipertama ikali
yang imerumuskan iarti keadilani. iAristoteles imengatakan bahwa ikeadilan
iadalah memberikan ikepada isetiap orang iapa iyang menjadi ihaknya iyakni
dalam kata ilainkelayakan dalam tindakan manusia14. Keadilan imenurut iPlato
yang imenyatakan ibahwa pengertian ikeadilan iadalah diluar ikemampuan
imanusia biasai, idimana keadilan ihanya idapat iada di idalam ihukum dan
iperundangi-undangan iyang idibuat ioleh ipara ahli iyang ikhususnya memikirkan
ihal iitu. iJenisi-ijenis keadilan imenurut iplato sebagai iberikut15:

1) Keadilan imoral iadalah suatu ikeadilan yang iterjadi ijika mampu iuntuk
idapat memberikan iperlakuan iseimbang antara ihak idan ijuga
ikewajibannya

2) Keadilan iprosedural iadalah suatu ikeadilan yang iterjadi ijika iseseorang
idapat melaksanakan iperbuatan isesuai dengan itata icara yang
idiharapkan

METODE PENELITIAN
Penelitian iini termasuk ipenelitian iyuridis empirisi. iMetode ipendekatan

yang idigunakan iadalah yuridis isosiologisi. iDalam ipenelitian iini idigunakan
ipendekatan mengidentifikasi idan mengkonsepsikan ihukum isebagai iinstitusi
sosial iyang iriil dan ifungsional idalam isistem kehidupan inyata16 idan
menggunakan pendekatan konseptual karena hanya mengambil contoh dari
Penguasaan itanah yang idilakukan ioleh Masyarakat iHukum Adat Sendi
berdasarkan pandangan dari masyarakat dan juga pandangan dari Tahura sebagai
pengelola kawasan hutan tersebut.

Sumber data ini terdiri atas data primer yang terdiri dari wawancara dari
sumber terkait, data sekunder yang idiperoleh idari bukui-ibuku iserta data
ipelengkap isumber idata primeri, idan data itersier iyang diambil idari kamusi-
ikamus hukum idan ijurnal hukumi. iTeknik pengumpulan ibahan ihukum idi
ipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti),
iobservasi (imetode ipengumpulan data idimana ipeneliti mencatat iinformasi
isebagaimana yang idisaksikan selama ipenelitiani) dan idokumentasi i (suatu
icara iyang digunakan iuntuk imemperoleh idata dan iinformasi idalam ibentuk
bukui, iarsipi, dokumeni, itulisan angka idan igambar yang iberupa ilaporan iserta
keterangan iyang idapat mendukung ipenelitian).

iKemudian analisis ibahan hukum idilakukan isecara kualitatif iyaitu
menjelaskan idatai-data iberdasarkan iperaturan iperundangi-iundangan yang
iberlaku, ipendapat ipara iahli dan ipengetahuan ilainya itentang hak ikepemilikan
idalam perkawinan icampuran.

13
iSuhrawardi Ki. Lubisi, iEtika Profesi iHukumi. Jakartai: Sinar Grafikai. 1994i. iHlm. i49.

14
iDominikus Ratoi, Filsafat iHukumi, Mencarii, iMenemukan, iDan Memahami iHukumi.

Surabayai: iLaksBang Yustisiai. i2010. Hlmi. i64.
15 Ibid. Hlm. 63.
16 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. 1986. (Jakarta: Universitas Indonesia

Press). H. 51.
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PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto
Kabupaten iMojokerto berangkat idari icerita kerajaan iMajapahit

idang Singosarii, idengan melihat isinyal pada ipasal-ipasal idi dalam idua
iKeputusan iBupati iKepala iDaerah Tingkat iII iMojokerto Nomor
i22/iTapi/Kdhi/i1973 tanggal i12 iSeptember 1973i, ibahwa ketetapan
itentang ihari ijadi itersebut bersifat isementarai, maka ipada imasa
kepemimpinan iBupati Mojokerto iHi. Mahmoed iZaini, Si.H., M. iSi,
isejak iawal menjabati, imulai mengadakan ipendekatani, mengingat ihari
ijadi Kabupaten iMojokerto iyang itelah ditetapkan ipada iMojokerto yang
imempunyai iakar sejarah iberkaitan ierat idengan kebesaran iKerajaan
iMajapahit. iMaka imulailah idilakukan berbagai iupaya iuntuk
imenelusuri hari ijadi iMojokerto iyang lebih iberakar ikepada iperjuangan
para ipendahulu ibangsa ketika ipada isaat kejayaannyai, iuntuk idijadikan
semangat idalam imembangun dan imengabdi ikepada iNegara idan
Bangsa isaat iini iserta idapat memberikan igambaran untuk imampu
memberikan iloncatan iprestasi dimasa imendatang idengan imenggalu
potensi iyang iada di iDaerah.
iUpaya pendekatan iyang dilakukan iantara ilain:

1) Pada itanggal 20 iAgustus i1991 diilaksanakan i “iSeminar isehari”
idengan imenggunakan tema i “iKabupaten Mojokerto
imenyongsong iHari Esoki”;

2) Pada itanggal i8 September i1992, idilaksanakan isymposium
Menyongsong iTujuh iAbad Mojopahiti, iyang dihadiri ioleh iSekjen
iDepdagri, iGubernur iKepala Daerah iiTingkat Ii, iJavanologi
Surabayai, ipakar-ipakar sejarah ibaik iyang datangnya idari
iKabupaten Mojokerto isendiri imaupun dari iluar idaerah.
Dengan imemperhatikan irentetan iperistiwa yang iterjadi maka

idapat iditetapkan 8 i (idelapani) alternative iuntuk dipertimbangkan
isebagai iHari Jadi iMojokertoi, iyaitu:

a) iPertemuan iantara Perdana iMenteri Majapahiti, iShi – inan i–
ida – icha i– iya dengan ishihi-pii, iPanglima iTertinggi
iPasukan Tari-Tari, idapat idipandang sebagai iwujud
pengakuan idiplomatic iatas Negara iberdaulat idalam rangka
ikerjasama iinternasional untuk imenyerang iKerajaan Dhoho.
iHal ini iakan imengacu pada itanggal i1 ibulan ke i3 iTarikh
China iatau itanggal i8 April i1293;

b) Pada isaat iRaden Wijaya imulai imengatur stratego iuntuk
imelawan Pasukan iTar-iTari, saat iia imemperoleh iijin dari
iKota iKediri ke iMajapahit ipada tanggal i2 bulan ike i4
Tarikh iChinai. Titik iwaktu iiini imerupakan titik iawal
ikemenangan idiplomatic dan imiliter idipihak Raden iWijayai,
karena imulai saat itersebut secara ibertahap iia berhasil
imengalahkan iPasukan Tari-iTari. Dalam iTarikh iMasehi
peristiwa itersebut iterjadi pada itanggal i9 Mei i1293;

c) iTitim waktu itentara iMajapahit memperoleh ikemenagan
itotal terhadap ipasukan Tari-iTar. iMengacu pada ikeputusan
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Panglima iTertinggi iPasukan iTar-iTar untuk imeninggalkan
iPati-iShieh, ipada tanggal i24 Bulan i4 iTarikh China iatau
itanggal i31 Mei i1293i. iYang kemudian idijadikan isebagai
hari ijadi iKota Surabayai;

d) Dari iikhasanah prasasti ijuga iditemukan titik iwaktu
iperistiwa iyang erat ikaitannya idengan sejarah iMojopahiti.
Kidung iHarsa iWijaya imenyebutkan ibahwa ipenobatan
Raden iWijaya isebagai Raja iterjadi ipada tanggal i12
iNopember 1293.

Selanjutnya iisetelah imelalui proses ipembahasan idi dalam
isidangi-sidang iDewan iPerwakilan iRakyat Kabupaten iMojokertoi,
imengenai Hari iJadi iKabupaten iMojokerto adalah itanggal 9 iMei i1293
Masehii, dengan iKeputusan iDewan iPerwakilan Rakyat iDaerah
iNomori:0 09 Tahun i1993 itanggal 8 iMei 1993i, itentang Persetujuan
iPenetapan iHari iJadi Kabupaten iMojokertoi, maka iBupati iKepala
iDaerah Tingkat iII iKabupaten iMojokerto saat iitu iH. iMahmoed Zaini,
S.Hi. mengeluarkan iSurat iKeputusan iBupati Kepala iDaerah iTingkat II
iMojokerto iNomori: 230 Tahun i1993 tanggal i8 iMei 1993 itentang
iPenetapan Hari iJadi iKabupaten iMojokerto.

Hali-ihal tersebut idisimpulkan ibahwa, idengan itidak
diberlakukannya iSurat iKeputusan Bupati iKepala iDaerah iTingkat II
iMojokerto itanggal 12 iSeptember i1973 Nomori: i22/TAP/Kdhi/1973
tentang Penetapan iHari iJadi Kabupaten iMojokertoi, maka iHari iJadi
iMojokerto adalah itanggal i9 iMei 1293 iMasehi iyang selanjutnya
iditetapkan isebagai iHari Jadi iKabupaten iMojokerto.17

2. Gambaran Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar
Taman iHutan iRaya iR. iSoerjo adalah ikawasan pelestarian ialam

iyang terutama idimanfaatkan iuntuk itujuan koleksi itumbuhan isatwa yang
ialami iatau buatani, ijenis iasli atau ibukan iasli iyang dimanfaatkan ibagi
ikepentingan ipenelitian, iilmu ipengetahuani, pendidikani, ipenunjang
ibudidaya, ibudayai, pariwisata idan irekreasi idalam kelompok iHutan
iArjuno Lalijiwoi, iseluas 27.868,30 iHa yang iterletak idi 5 iKabupaten
iMojokertoi, Pasuruani, iMalangi, Jombangi, Kediri idan i1 iKota Batu
iProvinsi iJawa Timur

Letak iGeografis 7 i40’ 10’’ – 7 49’ 31’’ LS dan 112 22’ 13’’ – 112 46’
30’’ BT. iTaman Hutan iRaya Ri. Soerjo memiliki iluas iseluruhnya sebesar
i27.868,30 iHa (berdasarkan iKepmenhut Noi. 80/Kpts-II/2001 iTanggal 15
iMaret 2001i, iJo No. 1190/Kptd-II/2002 iTanggal 2 iApril i2002). iBatasi-
batas ikawasan iTahura Ri. iSoerjo adalahi:

iBarat : iKawasan Hutan iPerum Perhutani iKPH iMalang iDan iKPH
Jombangi
iUtara : iKawasan Hutan iPerum iPerhutani iKPH iPasuruan
iTimur i i: Kawasan hutan iperum iPerhutani Pasuruan idan
iMalang
iSelatan : iKawasan Hutan iPerum iPerhutani KPH iMalang idan iAPL
Kota iBatu

17 https://www.mojokertokab.go.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Pukul 05.08 WIB.
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B. Latar Belakang Penguasaan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat di
Kawasan Tahura R. Soerjo, Kab. Mojokerto

Menurut data idari iBNP2TKI (iBadan iNasional Penempatan idan
iPerlindungan Tenaga iKerja iIndonesia) Periode 2019, dari ketiga contoh
yang penulis dapatkan Blitar termasuk penyumbang Pekerja Migran
Indonesia nomor 6 se Indonesia dan nomor 2 se Jawa Timur. Dari latar
belakang tersebut maka dapat dikatakan bahwa di Blitar sekitar 30% dari
yang pernah menjadi Pekerja Migran Indonesia menikah dengan WNA, ada
yang tinggal di luar negeri dan adapula yang tinggal di Indonesia. Pada tahun
2017 – 2019 blitar telah mengirimkan 2.247 Pekerja Migran Indonesia ke luar
negeri. Kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang dimaksud adalah
status hukum anak. Sedangkan sesuai data dari imigrasi, bapak mustar selaku
kasi pengawasan dan penindakan WNA Imigrasi kelas II A menyebutkan
bahwa saat ini terdapat 167 masyarakat blitar yang melakukan perkawinan
dengan WNA. Jumlah tersebut adalah jumlah yang terdaftar dan legal,
sedangkan untuk perkawinan yang ilegal pihak imigrasi tidak mempunyai
data jumlah tersebut.

Masyarakat iadat itelah menekankan ibahwa idasar spiritual idan
imaterial dari isebuah iidentitas kultural imasyarakat itersebut iyang
kemudian dipertahankan ioleh ihubungan imasyarakat yang iunik ikarena
ipengaruh wilayah itradisional imasyatakat itersebut yang diterapkan secara
turun itemurun.18 Di dalam masyarakat adat sendiri, terdapat isejumlah iunsur
iyang unik idi idalam hubungan imereka idengan tanah, iyaitu:

a. Terdapat hubungan iyang sangat ierat iantara masyarakat iadat idengan
itanah, iwilayah idan isumber daya imereka;

b. iBahwa hubungan iini imemiliki bernagai idimensi idan tanggung ijawab
isosiali, budayai, ispiritual iekonomi dan ipolitik;

c. Bahwa idimensi ikolektif dari ihubungan ini iadalah isignifikan dan
ibahwa iaspek antar igenerasi idari hubungan isemacam iini ijuga krusial
ibagi iidentitas masyarakat iadati, kelangsungan ihidup idan budayanya.19

Hal ini juga terjadi dalam beberapa kasus yang ada, seperti contohnya
di Wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dimana di sekitar
wilayah Tahura R. Soerjo terdapat beberapa kelompok masyarakat yang

18 Eddie iRiyadi Terrei, 2002i, Menganyam Kiat iMemperjuangkan iHak-ihak iMasyarakat
Adat idi iIndonesia (Sebuah iPendekatan Berperspektif Hukum iInternasional iHak Asasi iManusia),
ihttp://www.academia.edu/ , diakses ipada i10 November i2020 iPukul 09i.15 WIB.

19
iArticle 25 iUnited iNations Declaration ion ithe Rights iof iIndigenous Peoplesi
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mengklaim dirinya sebagai sebuah komunitas dan/atau perkumpulan
Masyarakat Hukum Adat Desa Sendi. Penamaan ini didasarkan pada aspek
historis, dimana pada Jaman Pendudukan Hindia Belanda, di wilayah sekitar
lereng Gunung Welirang, terdapat sebuah Desa yang bernama Desa Sendi.

Akan tetapi, memasuki Tahun 1920an terdapat perubahan struktur
pengelolaan hutan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian
menyebabkan relokasi secara paksa masyarakat Desa Sendi yang kemudian
penduduknya menyebar di wilayah desa-desa dibawah mereka. Hingga pada
awal tahun 2000, setelah Reformasi, para anak keturunana masyarakat Desa
Sendi terdahulu mulai kembali mendiami wilayah yang diklaim sebagai tanah
leluhur mereka. Sedangkan saat ini wilayah tersebut sudah diserahkan hak
pengelolaannya dibawah pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo
Jawa Timur.20

Latar Belakang dari alasan mengenai penguasaan Masyarakat iHukum
iAdat iSendi terhadap iTanah iyang mereka itempati dituliskan berdasarkan
wawancara dengan Kepala Desa Pacet dan Kepala Adat Masyarakat Hukum
Adat Sendi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Kepala Desa mengenai Latar Belakang Penguasaan Tanah
oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi di wilayah Taman Hutan Raya R.
Soerjo

Menurut Kepala Desa, Bahwa yang menjadi alasan utama
penguasaan yang dilakukan oleh Masyarakat di wilayah Tahura adalah di
faktor ekonomi, yaitu kelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Masyarakat Hukum Adat Sendi, kebanyakan sebenarnya sudah memiliki
rumah di tempat mereka sebelumnya, akan tetapi ikebanyakan dari
imereka ihidup di ibawah igaris ikemiskinan.

Sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hidup yang membuat
mereka harus mencari cara agar dapat bertahan hidup. Yang kemudian
dengan melihat potensi ekonomi di sekitar wilayah sepanjang jalur Pacet-
Cangar yang menghubungkan antara Kabupaten Mojokerto dengan Kota
Batu yang merupakan jalan pintas utama bagi kendaraan yang ingin
menuju wilayah Malang Raya. Sehingga menimbulkan potensi ekonomi
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hal ini dimulai setelah masa reformasi yaitu memasuki tahun
2000an mulai banyak penduduk yang datang dan membuka tempat
peristirahatan atau warung makan dengan tujuan untuk mengakomodasi
kebutuhan bagi kendaraan yang melintas. Hal ini masih dibiarkan oleh
Petugas Tahura dan Desa Setempat mengingat alasan kemanusiaan.
Namun, lama-kelamaan masyarakat tersebut mulai mendirikan pemukiman
di sepanjang jalan tersebut yang kemudian dikhawatirkan oleh petugas
Tahura dapat mengancam ekosistem Hutan di wilayah Gunung Welirang

20 Eko Budianto Enggran, Sendi, sebuah desa yang hilang, https://www.detik.com/sendi-sebuah-
desa-yang-hilang, diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 21.50 WIB.
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dan juga mengancam eksistensi hewan liar seperti Kera, Elang Jawa dan
Burung-burung yang populasinya masih relatif terjaga di wilayah tersebut.

Hal ipertama yang idilakukan ioleh Pemerintah iDesa iadalah
idengan melakukan itindakan himbauan-himbauan agar masyarakat tidak
mendiami wilayah tersebut, dan hanya diperbolehkan melakukan aktivitas
dagang dengan terbatas untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Sehingga hingga saat ini Masyarakat Hukum Adat Sendi masih belum
tercatat  secara administrasi sebagai sebuah Dusun yang diakui oleh
Pemerintah Desa Pacet dan juga Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal ini
menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut masih belum tersentuh
program-program bantuan dari Pemerintah karena secara administratif
keberadaan Dusun tersebut tidak ada.

2. Penjelasan Kepala Adat mengenai Latar Belakang Penguasaan Tanah oleh
Masyarakat Hukum Adat Sendi di wilayah Taman Hutan Raya R. Soerjo

Sedangkan, jika menurut Kepala Adat idi iwilayah Masyarakat
iHukum iAdat Sendii, ipenguasaan lahan iyang mereka lakukan imemiliki
dasar yang kuat jika berdasarkan aspek historis. Karena wilayah yang
mereka tempati sekarang merupakan wilayah yang juga pernah ditempati
oleh leluhur mereka selama beberapa waktu sebelum akhirnya dilakukan
pemindahan dan/atau relokasi warga ke tempat lain ioleh Pemerintah
iKolonial iHindia-iBelanda idengan tujuan iuntuk imendirikan sebuah
iKawasan Perlindungan Hutan di sepanjang Wilayah Gunung Welirang,
Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmoro dari kerusakan yang disebabkan
oleh manusia pada masa tersebut.

Pemindahan ini menyebabkan warga Dusun Sendi menjadi
menyebar dan bercampur dengan warga-warga dari dusun lain yang
mereka tempati. Dan pada masa tersebut kebanyakan leluhur mereka harus
kembali membuka areal persawahan dan ladang sendiri untuk dapat
bertahan hidup, mengingat mereka meninggalkan tempat tinggal
sebelumnya tanpa disertai kompensasi oleh Pemerintah Kolonial Hindia-
Belanda ataupun oleh Pemerintah Karesidenan Mojokerto di masa
tersebut.

Sehingga hal ini pula yang memberikan sumbangsih secara tidak
langsung kepada anak keturunan dari bekas Warga Dusun Sendi tersebut
terhadap kehidupan mereka yang kebanyakan hidup di bawah garis
kemiskinan. Oleh karenanya, memasuki Masa Reformasi antara tahun
1999-2000an banyak anak keturunan dari bekas Warga Dusun Sendi mulai
kembali ke wilayah leluhurnya yang telah ditinggalkan. Dengan harapan
untuk dapat memulai kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan
keadaan mereka di wilayah sebelumnya.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di
Wilayah Tahura R. Soerjo, Kab. Mojokerto

iMahkamah iKonstitusi itidak membatalkan ifrasa i “ditunjuk idan
iatau” idalam iPasal 81i, ikarena jika iMahkamah iKonstitusi membatalkan
ifrasa itersebut, imaka isemua ipenunjukan-ipenunjukan iyang telah
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idilakukan isebelum Undangi-iUndang Nomor i41 iTahun i1999 harus
idinyatakan ibatal. iDihapusnya ifrasa iditunjuk pada iPasal i1 iangka 3 itidak
iberarti semua iwilayah iyang itelah menjadi ikawasan ihutan imelalui
penunjukan iyang itelah idilakukan sebelum iUndangi-Undang iNomor i41
Tahun i1999 iatau sebelum iadanya iputusan iMK ini iharus idiperlakukan
sama idengan penetapan ikawasan ihutani. Penunjukan iyang dilakukan
isebelum iadanya Undangi-iUndang Nomor i41 iTahun i1999 iharus
diperlakukan isebagai itahap awal idalam iproses pengukuhan ikawasan
ihutan, iyang ikemudian perlu iditindaklanjuti idengan itahapan berikutnya
idalam iproses pengukuhan ikawasan ihutan yaitu ipenatabatasani, pemetaan
idan ipenetapan. iHal iini isejalan idengan pasal i15 iayat (i1) iUU
iKehutanan inii, iyang imengatur ibahwa penunjukan iadalah itahap awal
idalam ipengukuhan kawasan ihutan idan iperlu dilanjutkan idengan itahapan
berikutnya.

Pada iputusan iPerkara Noi. i34/iPUU-IXi/2011i, MK memperkuat
ipandangannya ibahwa pengukuhan ikawasan ihutan harus imemperhatikan
ikeberadaan dan ihaki-ihak masyarakat ihukum iadati, termasuk ihaki-hak
iperseorangan idan ibadan hukum.

iPutusan MK iini mengganti ipasal i4 iayat (i3i) imenjadi:
“iPenguasaan hutan ioleh iNegara itetap iwajib melindungii,

imenghormati, idan imemenuhi ihak masyarakat ihukum iadat, isepanjang
ikenyataannya imasih ada idan idiakui ikeberadaannya, ihak imasyarakat
yang idiberikan iberdasarkan iketentuan peraturan iperundangundangani,
iserta tidak ibertentangan idengan ikepentingan nasionali.”

iMaksud kata iwajib melindungii, imenghormatii, dan imemenuhi
iadalah ketika ipemerintah iakan menetapkan ikawasan ihutan, iberkewajiban
imenyertakan ipendapat masyarakat iterlebih idahulu sebagai ibentuk ifungsi
kontrol iterhadap iPemerintah untuk imemastikan idipenuhinya ihak-ihak
ikonstitusional iwarga negara iuntuk ihidup isejahtera lahir idan ibatin,
ibertempat itinggali, dan imendapatkan ilingkungan ihidup yang ibaik idan
sehati, imempunyai hak imilik ipribadi idan hak imilik itersebut itidak boleh
idiambil ialih secara isewenangi-iwenang oleh isiapa ipun, ihal iini isesuai
dengan iPasal i28H ayat i (i1) dan iayat i (4i) iUUD 1945.

Oleh ikarena iitu, ijika idalam proses ipengukuhan ikawasan ihutan
Pemerintah imenemukan ikeberadaan idan hak imasyarakat iadat iataupun
hak iperseorangan iberdasarkan iperaturan perundangi-iundangani, maka
iPemerintah iberkewajiban iuntuk melakukan ipenyelesaian iterlebih idahulu
secara iadil idengan ipara pemegang ihak.21

iMahkamah konstitusi iberpendapat ibahwa di idalam iUU Kehutanan
iterdapat itiga isubjek ihukum yang imemiliki ihubungan hukum idengan
ihutani, yaitu inegarai, imasyarakat hukum iadat idan ipemegang hak iatas
itanah iyang di iatasnya iterdapat hutani. Pada iputusan iPerkara iNomor
35i/PUU-iX/2012, iMahkamah iKonstitusi menyatakan ibahwa ipemegang
ihak atas itanah ijuga imemegang hak iatas ihutani. Makai, idapat idiartikan
bahwa imasyarakat ihukum adat iselain imemegang ihak atas itanah iulayat

21 Yance Arizonai, iMahkamah iKonstitusi dan iReformasi iTenurial iKehutanan,
http://www.academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan, idiakses
ipada tanggal i13 iNovember i2020 Pukul i07.34 WIB.
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sekaligus imemegang ihak iatas hutan iadati. iPerseorangan/ibadan ihukum
ipemegang hak iatas itanah ijuga imemegang hak iatas ihutan haki. iDengan
idemikiani, keberadaan ihutan iadat harus ididahului idengan adanya itanah
iulayat idari masyarakat ihukum iadat, ikarena ihutan adat iberada idi atas
itanah iulayat.22

iImplikasi idari  putusan iNo. i35/iPUU-Xi/i2012 yang imengakui hak
ipenguasaan imasyarakat adat iatas ihutan adatnyai, imaka imasyarakat adat
imemiliki iwewenang iuntuk mengatur iperuntukani, fungsi idan
ipemanfaatan itanah iulayat dan ihutan iadat iyang ada iwilayahnyai. iOleh
karena iitui, kewenangan iKementerian iKehutanan iuntuk mengaturi,
imenentukan fungsi idan imengawasi iperedaran hasil ihutan idari ihutan adat
ibaru idapat idilaksanakan bila iada ipenetapan ihutan adati.

iNamun, iPutusan iMK 35 iini imasih ibelum cukup ikarena imasih
iharus iditindaklanjuti dengan ipengakuan sistemi-isistem hukum iadati,
antara ilain idengan diakuinya itransaksi iadat sesuai idengan ihukum
adatnyai. iTindak lanjut iputusan itersebut harus idiwujudkan imelalui
iundang-iundangi, penguatan iorganisasi dan istruktur ikelembagaan.

KESIMPULAN
1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Masyarakat Adat melakukan

penguasaan tanah di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo di
Kabupaten Mojokerto antara lain:
a. Terdapat ihubungan yang isangat ierat antara imasyarakat iadat idengan

tanahi, iwilayah idan sumber idaya imereka;
b. Bahwa ihubungan ini imemiliki ibernagai idimensi dan itanggung

ijawab isosiali, budayai, ispiritual ekonomi idan ipolitik;
c. Bahwa idimensi ikolektif dari ihubungan iini iadalah signifikan idan

ibahwa aspek iantar igenerasi idari hubungan isemacam iini juga
ikrusial ibagi iidentitas masyarakat iadati, kelangsungan ihidup idan
ibudayanya.

2. Untuk memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat adat
Semdi di wilayah Tahura R. Soerjo Kab. Mojokerto. Maka, iterbuka
ipeluang ipendaftaran tanah ihutan iadat melalui iPeraturan iBersama
Menteri iDalam iNegerii, Menteri iKehutanani, Menteri iPekerjaan iUmum,
idan iKepala iBPN iRI, iNomor i79 Tahun 2014i, Nomor PBi.3/iMenhut-
i11/2014, iNomor 17i/iPRT/M/i2014, Nomor i8/iSKB/X/i2014, tentang Tata
iCara Penyelesaian iPenguasaan iTanah yang iBerada idalam iKawasan
Hutan
SARAN

Ada ibeberapa ikendala dalam iPeraturan iBersama idi iatas. iIa imasih
menempatkan imasyarakat iadat sejajar idengan isubyek ihak lain i (ipersonal,
idan ibadan iusaha), idan ibelum idilihat sebagai ipihak iyang dapat imenjalankan
iperan ipemegang Hak iMenguasai iNegara i (HMNi), sehingga idapat imenerima
itugas pembantuan i (imedebewind) idari inegarai. Dalam imelakukan
iperlindungan dan ipengakuan itersebuti, perlu ipenyatuan iperspektif keruangan
iwilayah iadat dengan iperspektif ibidang iatas tanah imasyarakat iadat. iHal ini

22 Ibid.
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isekaligus iuntuk imempertahankan fungsi ihutan iadat yang itelah idimasukkan
idalam kawasan ihutan idalam ifungsii-fungsi iyang itelah ada i (imisalnya hutan
ilindungi). iDi tengah iketerbatasan ipemerintah dalam imelakukan ipenetapan dan
ipemetaan ikawasan hutan iitu iterjadii, itumpang-itindih iperizinan dan
ipenguasaani, ipembuktian fisik idan iyuridis iuntuk imembuktikan klaim
imasyarakat iadat, imaka imunculnya iinisiatif masyarakat isipil idalam membantu
iproses ipenguatan iklaim (imisalnya imelalui pemetaan ipartisipatifi) ipenting
iuntuk idiakomodir, idiakuii, dan idijadikan idasar kebijakan ilebih ilanjut.
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